
BKPM Dapat Tambahan
Anggaran Rp349,7 Miliar
NERACA

Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Ba-
dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan
Roeslani menyampaikan tambahan anggaran sebesar
Rp349,7 miliar di atas pagu indikatif untuk tahun
anggaran 2027 dialokasikan pada tiga prioritas utama.

Rosan menyampaikan tambahan anggaran terse-
but diarahkan untuk memperkuat sistem layanan in-
vestasi, meningkatkan daya saing dalam menarik inves-
tasi, serta mempercepat pertumbuhan investasi na-
sional.

“Adapun tambahan anggaran sebesar Rp349,7 mil-
iar di atas pagu indikatif dialokasikan pada tiga priori-
tas,” kata Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII
DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

Ia merinci, prioritas pertama berupa pengemban-
gan sistem Online Single Submission(OSS) versi 2.0 den-
gan alokasi Rp201,8 miliar yang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas sistem OSS sebagai platform
layanan investasi nasional.

Prioritas kedua adalah penguatan daya saing dalam
menarik investasi dengan anggaran Rp76,4 miliar den-
gan memperkuat Indonesia Investment Promotion
Center (IIPC) dan pelaksanaan promosi investasi yang
terfokus setelah survei Subnational Business Ready.

Sementara itu, prioritas ketiga berupa percepatan
pertumbuhan investasi nasional dengan anggaran
Rp71,5 miliar. Rosan menyebut anggaran tersebut an-
tara lain akan digunakan untuk pengawalan hilirisasi
strategis, fasilitasi proyek prioritas presiden, serta pen-
gawasan berbasis risiko.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pembaha-
san Badan Anggaran DPR RI, alokasi anggaran Kemen-
terian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun ang-
garan 2027 ditetapkan sebesar Rp974,84 miliar. Alokasi
tersebut terbagi dalam dua program, yakni program
dukungan manajemen sebesar Rp505,3 miliar dan pro-
gram penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp469,54
miliar.

Rosan menyampaikan Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM menerima dan menyetujui penetapan
alokasi tersebut serta berkomitmen mengelolanya se-
cara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada
hasil.

Untuk 2027, Kementerian Investasi dan Hiliri-
sasi/BKPM ditargetkan mencapai realisasi investasi
sebesar Rp2.322 triliun atau meningkat 13,8 persen
dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Target tersebut merupakan bagian dari upaya pe-
merintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8
persen pada 2029. Untuk mencapai target itu, kebu-
tuhan investasi nasional diproyeksikan mencapai
Rp13.032,8 triliun sepanjang 2025-2029, dengan rata-
rata pertumbuhan investasi sekitar 15,67 persen per
tahun.

Rosan menegaskan pelaksanaan anggaran tersebut
pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung
bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja,
peningkatan nilai tambah di dalam negeri, dan pemba-
ngunan yang lebih merata hingga ke daerah.

“Bagi kami angka yang ditetapkan pada hari ini pa-
da akhirnya harus kembali kepada rakyat dalam ben-
tuk lapangan kerja, nilai tambah di dalam negeri, dan
pembangunan yang lebih merata hingga ke daerah,”
ujar Rosan. ant

Menkeu Diminta Pertimbangkan
Zakat Sebagai Tax Credit
NERACA

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menaruh
harapan besar kepada Menteri Keuangan (Menkeu)
yang baru dilantik, Suahasil Nazara, terhadap akselerasi
ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mempertim-
bangkan zakat sebagai tax credit (pengurang pajak lang-
sung).

Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional
(DSN) MUI Cholil Nafis menegaskan pentingnya peme-
rintah mendorong instrumen ekonomi umat tidak lagi
sekadar menjadi pelengkap, tetapi diintegrasikan se-
cara resmi ke dalam kerangka manajemen keuangan
dan kebijakan fiskal negara.

”Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax cre-
dit, sehingga orang membayar zakat ada motivasi ke-
agamaan, ada motivasi kenegaraan,” ujar Cholil di
Jakarta. Menurut Cholil, potensi ekonomi syariah di
Indonesia sangat masif dan memerlukan dukungan reg-
ulasi agar mampu berkontribusi maksimal terhadap
pembangunan nasional.

”Saya berharap Pak Suahasil bisa mendorong,
memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi
umat tidak hanya sebagai konsumen, tetapi menjadi
penopang pembangunan Indonesia,” ujarnya. MUI ju-
ga telah mengusulkan dibentuknya Danantara Syariah
sebagai langkah strategis kepada CEO Danantara Rosan
Roeslani agar instrumen keuangan syariah terarah. ant
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Lebih lanjut ia menga-
takan, persoalan pertama
yang menjadi pekerjaan
rumah tersebut adalah me-
mastikan target peneri-
maan negara tidak berubah
menjadi tekanan bagi pe-
rekonomian. 

“Target penerimaan
jangan dijadikan semacam
ancaman bagi dunia usaha.
Pemerintah memang mem-
butuhkan penerimaan yang
kuat, tetapi jangan sampai
cara mengejarnya justru
menciptakan kontraksi eko-
nomi,” ujar Herry.

Ia menyoroti target pe-

nerimaan perpajakan da-
lam RAPBN 2027 yang men-
capai Rp2.908 triliun. Angka
tersebut naik 10,51 persen
dibandingkan outlook 2026
sebesar Rp2.631 triliun.  

Kenaikan target peneri-
maan itu, menurut dia, per-
lu dilihat bersama dengan
kebijakan fiskal lainnya, ter-
utama pemangkasan subsi-
di energi. 

“Di satu sisi pemerintah
berbicara mengenai eks-
pansi ekonomi, tetapi di sisi
lain target penerimaan pa-
jak naik 10,51 persen. Di-
tambah lagi ada pemang-
kasan subsidi energi, teruta-
ma BBM dan LPG. Ini harus

dihitung dampaknya ter-
hadap konsumsi, biaya pro-
duksi, dan daya beli masya-
rakat,” katanya.

Ia menilai kombinasi
kenaikan tekanan peneri-
maan dan pengurangan
subsidi dapat menciptakan
paradoks dalam kebijakan
fiskal. 

Pemerintah ingin men-
dorong ekspansi ekonomi,
tetapi sejumlah indikator
kebijakan justru berpotensi
menekan konsumsi dan ak-
tivitas produksi.

Karena itu, menurut dia,
Suahasil perlu memastikan
RAPBN tidak hanya terlihat
sehat dari sisi angka pener-
imaan, tetapi juga mampu
mendukung pertumbuhan
ekonomi. 

“Jangan sampai target
penerimaan yang tinggi jus-
tru dibayar dengan kontrak-
si ekonomi. Penerimaan ne-
gara memang penting, te-
tapi kualitas pertumbuhan
dan daya beli masyarakat ju-
ga harus dijaga,” ujar dia. 

Pekerjaan rumah kedua
adalah memperbaiki hubu-
ngan pemerintah dengan
dunia usaha, lanjutnya.
Herry menegaskan dunia
usaha seharusnya ditem-
patkan sebagai mitra pem-

bangunan. Sebab, pemerin-
tah membutuhkan investasi
dan ekspansi sektor usaha
untuk menciptakan lapan-
gan kerja. “Dunia usaha itu
bukan lawan pemerintah.
Mereka adalah mitra pem-
bangunan dan sumber per-
tumbuhan ekonomi. Ka-
rena itu, tidak perlu me-
ngumbar ancaman peme-
riksaan atau persoalan pa-
jak untuk kasus yang bahkan
belum jelas statusnya,” ka-
tanya.

Ia menyinggung isu per-
pajakan yang menyangkut
40 perusahaan baja dan pe-
meriksaan terhadap 10 pe-
rusahaan sawit.  Ia mengata-
kan pemerintah tetap me-
miliki kewenangan mela-
kukan pemeriksaan jika me-
nemukan indikasi pelang-
garan. Namun, penyam-
paian informasi kepada
publik harus dilakukan se-
cara proporsional.

Pendekatan berbasis
ancaman, menurut dia, jus-
tru dapat meningkatkan ke-
tidakpastian bagi pelaku us-
aha. Dalam kondisi ekono-
mi yang membutuhkan in-
vestasi dan ekspansi, kepas-
tian hukum dan kepastian
kebijakan menjadi faktor
penting. ant

Jakarta - Direktur NEXT Indonesia Center
Herry Gunawan mengatakan setidaknya ada
empat pekerjaan rumah (PR) yang perlu
menjadi perhatian Suahasil Nazara sebagai
Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru.
Persoalan tersebut berkaitan dengan 
kredibilitas Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN), hubungan
dengan pemangku kepentingan, kondisi 
internal organisasi, dan kualitas teknokrasi
dalam pengambilan kebijakan, kata Herry
dalam keterangannya yang diterima di
Jakarta, Rabu (16/9). 

BUS EDUKASI AIA SILABUS HADIR DI UNIVERSITAS INDONESIA : Direktur Hukum dan Kepatuhan AIA Rista Qatrini Manurung (ke-
dua dari kiri), Direktur Operasional AIA, Wong Chung Chiat (kiri), Head of Corporate Communication AIA, Lia Merdekawaty (kanan)
dan  Direktur Lembaga Bahasa Internasional Unuversitas Indonesia (LBI UI), Dr. Rostineu S.S., M.A (dua kanan) bersiap melakukan
flag off untuk membuka kegiatan edukasi AIA SILABUS di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/9).  AIA menghadirkan
bus edukasi AIA SILABUS ke UI Depok sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan literasi finansial generasi
muda. 
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Empat PR yang Perlu Jadi Perhatian Menkeu

Bahlil Siapkan Aturan
Distribusi Pertalite-Biosolar
agar Tepat Sasaran

NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sedang
menyiapkan aturan pembatasan distribusi bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi, seperti pertalite dan bioso-
lar, agar tepat sasaran.

“Ya, memang kami lagi ada memformulasikan atu-
rannya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah Rapat Kerja
(Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Par-
lemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9). Bahlil berulang
kali menyampaikan agar masyarakat yang tergolong
mampu tidak menggunakan pertalite maupun bioso-
lar.

BBM bersubsidi tersebut, kata Bahlil, ditujukan un-
tuk masyarakat yang berhak atas subsidi. “Saudara-sau-
dara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah
kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu
kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang
berhak menerimanya,” ujar Bahlil.

Terkait dengan antrean panjang BBM di Makassar,
Sulawesi Selatan, Bahlil menyampaikan stok BBM be-
rada dalam batas minimal nasional, yakni 18-20 hari.
Dengan demikian, ia menegaskan tidak ada kelangkaan
BBM.

Antrean yang terjadi di Sulawesi Selatan, tutur
Bahlil, disebabkan oleh pihak-pihak yang menyalahgu-
nakan BBM bersubsidi. “Antrean panjang terjadi kare-
na banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada
memang pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin
hanya untuk ada maksud lain,” kata Bahlil.

Bahlil sebelumnya menyatakan rencana pengen-
dalian pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan
10 masih menunggu validitas data agar penerapannya
tidak salah sasaran.

Bahlil menyampaikan ketepatan data desil tersebut
yang saat ini sedang diperiksa oleh pemerintah. Ia
berharap, melalui ketepatan data pembagian desil ma-
syarakat, tujuan pemerintah agar penyaluran pertalite
tepat sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah
direncanakan.

Merespons rencana pengendalian pertalite, Cor-
porate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV
Dumatubun menyatakan pihaknya siap mendukung
pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, se-
perti pertalite dan biosolar, untuk warga masyarakat
yang berada di kelompok desil 9 dan 10.

Sampai saat ini, Pertamina masih menunggu kebi-
jakan resmi dari pemerintah ihwal pembatasan
penyaluran pertalite yang merupakan BBM bersubsi-
di. Ia menegaskan posisi Pertamina sebagai badan us-
aha yang akan mengikuti arahan dari pemerintah. ant

Kemnaker Alokasikan Rp1,7
Triliun untuk Cetak Ratusan
Ribu Pekerja Hijau
NERACA

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemna-
ker) mengalokasikan anggaran senilai Rp1,7 triliun un-
tuk mencetak ratusan ribu pekerja hijau sebagai upaya
strategis mewujudkan transisi menuju industri hijau
sekaligus mengubah lanskap dunia lapangan peker-
jaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan ke-
sadaran korporasi terhadap aspek keberlanjutan
menuntut kepatuhan yang ketat baik dari aspek asal en-
ergi, tata kelola limbah hingga standardisasi bahan baku
ramah lingkungan untuk komoditas ekspor.

“Merespons pergeseran masif ini, Kemnaker mene-
gaskan komitmen untuk tidak membiarkan industri dan
tenaga kerja domestik tertinggal,” katanya saat peri-
ngatan Hari Ozon Sedunia, sebagaimana dikutip
Antara, kemarin.

Dia menilai peluang serapan tenaga kerja di sektor
hijau sudah terbukti nyata. Sebagai gambaran, kolabo-
rasi lintas kementerian pada instalasi pengolahan sam-
pah dan sektor pemilahan beberapa waktu lalu terbuk-
ti sukses menghasilkan ribuan lapangan kerja baru.

Pihaknya bergegas melakukan intervensi hulu ke
hilir untuk mengawal transisi ini melalui sejumlah lang-
kah konkret seperti pemutakhiran skema sertifikasi
dengan memperbarui standar kompetensi kerja agar
relevan dengan kebutuhan industri hijau terbaru.

Kemudian menyangkut aspek kesiapan instruktur
dan fasilitas dengan memastikan seluruh balai pelati-
han memiliki instruktur andal maupun sarana alat per-
aga yang memadai. Pihaknya juga menggandeng Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memetakan
dan memperluas kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) yang siap menguji keahlian sumber daya manu-
sia pada industri hijau. ant

NERACA

Jakarta - Gubernur DKI
Jakarta Pramono Anung
Wibowo mengungkapkan
pihaknya menerapkan tarif
spesial untuk LRT rute
Kelapa Gading-Manggarai
Rp8 selama delapan hari ter-
hitung sejak diresmikan
oleh Presiden Prabowo Su-
bianto, pada Rabu ini.

“Dalam kesempatan ini
kami juga ingin menyam-
paikan kepada Bapak Pre-
siden dan sekaligus mohon
izin tadi kami sudah mela-
porkan, selama delapan hari
kami akan membebaskan
bagi seluruh warga Jakarta
yang akan menggunakan.
Mulai sekarang setelah
diresmikan Bapak Presiden,

nanti akan beroperasi sepe-
nuhnya,” jelas Pramono saat
menyampaikan sambutan
dalam acara peresmian LRT
Jakarta di Stasiun Mangga-
rai, Rabu (16/9).

Pramono meyakini, de-
ngan sosialisasi selama de-
lapan hari ke depan, masya-
rakat akan merasakan ke-
nyamanan menggunakan
LRT Jakarta. Dia juga mela-
porkan bahwa Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta mem-
bangun LRT Jakarta ini gu-
na memperkuat sistem
transportasi publik yang ter-
integrasi, meningkatkan
produktivitas, layanan pub-
lik serta konektivitas.

Menurut Pramono, ko-
nektivitas transportasi di
Jakarta sekarang ini sudah

93 persen. Sejak dua tahun
terakhir, pengguna trans-
portasi publik terus me-
ningkat setiap tahunnya
sebesar 15 persen. 

“Sehingga dengan
demikian, walaupun masih
ada kemacetan pasti, tapi
masyarakat di Jakarta me-
rasakan bahwa sekarang ini
jauh lebih mudah untuk
menggunakan transportasi
umum,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, Presiden
Prabowo Subianto menjajal
kereta light rail transit (LRT)
rute Kelapa Gading-Mang-
garai, Jakarta, bersama se-
jumlah pelajar SMP dan Gu-
bernur DKI Jakarta Pramo-
no Anung dalam rangkaian
peresmian jalur tersebut,
Rabu.

Prabowo bersama rom-
bongan dan para pelajar
bertolak dari Stasiun LRT
Kelapa Gading menuju Sta-
siun LRT Manggarai. Dalam
perjalanan, rangkaian LRT
berhenti di sejumlah stasi-
un, yakni Boulevard Utara
Summarecon Mall, Bou-
levard Selatan, Pulomas,
Equestrian, Velodrome, Ra-
wamangun, Pramuka,
Matraman, dan Proklamasi.
Rombongan pun tiba di
Stasiun Manggarai sekitar
pukul 13.33 WIB. Prosesi
peresmian pun dilangsung-
kan di stasiun tersebut. Usai
peresmian, Prabowo juga
menyapa masyarakat. ant

Diresmikan Prabowo, Tarif LRT Rp8 Selama Delapan Hari

PT NATURA SUMBER INDONESIA
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN 
RENCANA PENGAMBILALIHAN 

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) juncto ayat (8) Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (“UU Perseroan Terbatas”), dengan ini Direksi Perseroan 
mengumumkan mengenai adanya rencana pengambilalihan saham dalam 
Perseroan, yang akan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan 
(selanjutnya disebut “Pengambilalihan”) kepada pemegang saham baru. 
Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang memiliki keberatan 
atas Pengambilalihan dimaksud dapat mengajukan keberatan tersebut secara tertulis 
selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal pengumuman ini kepada:

PT NATURA SUMBER INDONESIA
Noble House Lantai 20, Unit 4A, Mega Kuningan, Kuningan, Setiabudi,

Jakarta Selatan 12950, Indonesia
u.p. : Direksi

Apabila tidak terdapat keberatan yang diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 
14 hari kalender sejak tanggal pengumuman ini, rencana Pengambilalihan akan 
dianggap telah disetujui. 
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam UU 
Perseroan Terbatas. 

Jakarta, 17 September 2026
Direksi 

PT Natura Sumber Indonesia

Neraca, 2 Klm x 80 mm

PENGUMUMAN

Ukuran  : 2 kolom x 80 
Media  : Neraca
Tgl. muat  : 17 Septemebr 2026
File  : DIAN-Peng-Sept26_D8

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk, berkedudukan di Jakarta 
Pusat (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan 
telah menyelenggarakan dan memperoleh persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 September 2026 
untuk melakukan pengurangan modal dasar Perseroan dari semula 
sebesar Rp600.000.000.000,- terbagi atas 600.000.000.000 saham 
menjadi sebesar Rp596.000.000.000,- terbagi atas 596.000.000.000 
saham serta pengurangan modal ditempatkan dan disetor 
Perseroan dari semula sebesar Rp192.638.080.000,- terbagi atas 
192.638.080.000 saham, menjadi sebesar Rp188.785.446.800,- 
terbagi atas 188.785.446.800 saham, dengan cara menarik kembali 
3.852.633.200 saham atau sebesar Rp3.852.633.200,- sebagaimana 
dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa Nomor 78 tanggal 10 September 2026, yang dibuat di 
hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta.
Sesuai Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu 
(“UUPT”), para kreditor yang berkeberatan dapat menyampaikan 
keberatannya secara tertulis kepada Direksi Perseroan pada alamat 
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 
51, Jakarta Pusat 10350, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal 
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, 
selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.
Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 
2 UUPT.

Jakarta, 17 September 2026
Direksi Perseroan

Ukuran : 2 kolom x 50 mmk
Media : Neraca
Terbit : 17 September 2026
File : D1

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa  
PT MAHARAJA SUKSES MAKMUR (“Perseroan”), berkedudukan 
di Kabupaten Tangerang, telah dilikuidasi sebagaimana diputuskan 
dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal  
04 September 2026.
Apabila ada pihak-pihak yang memiliki tagihan kepada Perseroan, 
dapat menyampaikan tagihan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam 
puluh) hari dari tanggal pengumuman ini ke alamat Perseroan yaitu:

The Icon Horizon Broadway M2/22 BSD City,
Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang

U.p. Alexander Sie To (Likuidator)

Kab. Tangerang, 17 September 2026
Direksi Perseroan

Ukuran : 2 kolom x 60 mmk
Media : Neraca
Terbit : 17 September 2026
File : D1

PENGUMUMAN
PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM

DALAM PT DRINKISS SEJAHTERA INDONESIA
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT DRINKISS SEJAHTERA 
INDONESIA, berkedudukan di Kota Tangerang (“Perseroan”), 
dengan ini mengumumkan bahwa pada tanggal 12 September 2026, 
ELIA WISONO telah melakukan pengambilalihan saham dalam 
Perseroan. Dengan pengambilalihan saham tersebut, ELIA WISONO 
memiliki 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor 
penuh dalam Perseroan. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan 
cara langsung dari Pemegang Saham Perseroan.

PT DRINKISS SEJAHTERA INDONESIA
Jalan Kawasan Industri (Bayur), Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk,  

Kota Tangerang

Tangerang, 17 September 2026

Direksi
PT DRINKISS SEJAHTERA INDONESIA

Ukuran  : 2 kolom x 80 mm
Media  : Neraca
Tgl. muat  : 17 September 2026
File  : SAMPOERNA-Peng-Sept_D8

 PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT SAMPOERNA TELEMEDIA INDONESIA
Guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT SAMPOERNA TELEMEDIA 
INDONESIA (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan 
ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham perseroan 
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”), yang 
akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal :  Jumat, 2 Oktober 2026
Waktu   :  10.00 WIB sampai selesai
Tempat   :  Sampoerna Strategic Square, Menara Utara  

Lt.20-21, Jl. Jend. Sudirman, Kav.45-46, Jakarta 
Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Agenda : 
1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan perubahan nama Perseroan.
3. Penerbitan saham baru.
4. Pengalihan saham milik PT Sampoerna Strategic.
5. Pengangkatan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
Mempertimbangkan agenda rapat yang sangat penting maka 
sekiranya para pemegang saham Perseroan dapat hadir tepat waktu.

Jakarta, 17 September 2026
Direksi PT SAMPOERNA TELEMEDIA INDONESIA


